BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka ada beberapa hal
pokok yang dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil analisis pada faktor Komunikasi dapat
disimpulkan bahwa dari program Soda Molek cukup berhasil karena sesuai
dengan tahapnya artinya masyarakat juga dilatih atau dibimbing melalui
sosialisasi oleh karena itu membuat masyarakat di Kelurahan Naikoten 11
cukup familiar dengan program Soda Molek. Namun ada sebagian besar
masyarakat yang masih memiliki sikap apatis terhadap program Soda
Molek padahal dengan adanya program Soda Molek masyarakat bisa

menggurus surat diluar jam kantor.

2. Faktor sumber dayamanusia

Berdasarkan hasil analisis pada faktor sumber daya manusia dapat
disimpulkan bahwa kerja sama antara Kelurahan Naikoten Il dengan
kampus Stikom Artha Buana tejalin sejak tahun 2015 yang lalu, kerja sama
initermuat dalam MoU sebagai kesepakan bersama. Kerja sama tersebut
murni pengabdian dari kampus Stikom Artha Buana kepada masyarakat di
kelurahan Naikoten IlI dalam mendapatkan pelayanan administrasi
kependudukan. Ada pelatihan yang diberikan oleh staf IT Kelurahan dan
ahli IT dari kampus Stikom Artha Buana kepada aparat Kelurahan
Naikoten 1l sebagai modal dalam mengoprasikan perangkat komputer,
pelatihan yang diberikan secara gratis tanpa biaya dan tempatnya di
Kelurahan Naikoten II. Program Soda Molek membawa sebuah perubahan
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dalam pelayanan publik hal ini membuat masyarakat di Kelurahan
Naikoten II merasa mempermudah dan tidak berbelit-belit dalam

mendapatkan pelayanan administrasikependudukan.
Faktor Disposisi

Berdasarkan hasil analisis pada faktor Disposisi dapat disimpulkan
bahwa Kelurahan Naikoten Il memiliki inisiatif untuk membuat program
Soda Molek dengan pengadaan perangkat komputer awalnya dari
pemerintahan Kelurahan sendiri. Berjalannya waktu pemerintah Kota
Kupang melihat bahwa program Soda Molek cukup bagus dan kemudian
pemerintah Kota Kupang mengapresiasi kinerja pemerintahan Kelurahan
Naikoten Il dengan memberikanbantuan dalam bentuk pengadaan
perangkat komputer. selanjutnya pihak swasta dalam hal ini Bank NTT
juga ikut terlibat dalam mendukung program pemerintahan Kelurahan
Naikoten Il untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yakni program
Soda Molek dengan memberikan bantuan melalui dana CSR yang diajukan

dalam bentukproposal.
Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil analisis pada faktor Struktur Birokrasi dapat
disimpulkan bahwa keberhasilan dari program Soda Molek tidak terlepas
dari dukungan Lurah Naikoten Il sebagai penanggungjawab dan pencetus
berjalannya program Soda Molek. Dukungan diberikan kepada aparat
maupun masyarakat dan dukungan yang diberikan berupa motivasi agar
aparat maupun masyarakat aktif terlibat secara langsung dalam program
Soda Molek. Aparat kelurahan Naikoten Il juga telah menjalankan
tanggung jawabnya dengan baik. Dalam kaitan dengan program Soda
Molek aparat kelurahan Naikoten Il memanfaatkannya secara maksimal
karena lewat program ini aparat Kelurahan membantu masyarakatdalam
mengurus data diri. Dengan adanya program Soda Molek aparat Kelurahan

tidak lagi mengetik surat tetapi hanya mengarahkan masyarakat yang
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mengurus surat artinya aparat Kelurahan sudah memudahkan masyarakat.
Pemerintaha Kelurahan Naikoten Il telah menunjukan keterbukaan
informasi kepada masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa memang
Lurah bersama aparat Kelurahan mengerti betul bahwa program yang
berkaitan dengan masyarakat harus disampaikan atau diumumkan kepada
masyarakat mulai dengan perencanaan maupun pelaksanaanya karena
masyarakat sebagai pengguna langsung program maka mereka juga harus
mengetahui dan harus aktif terlibat secara langsung dalam setiap program

dari Kelurahan.

Dari kesimpulan keempat faktor diatas menunjukan bahwa Kelurahan
Naikoten Il sudah menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik namum
mereka masih mengalami kendala di alokasi dan sumber daya manusia. Dan masih
terdapat juga sebagian masyarakat yang belum ikut terlibat aktif dalam
menggunakan program tersebut. Oleh karena itu pemerintahan Kelurahanperlu
melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat untuk meningkatkan

pemahaman mereka terkait inovasi tersebut.
6.2 SARAN

Berdasarkan penelitian dilapangan penulis menemukan bahwa
pemerintahan Kelurahan Naikoten Il sudah menjalankan fungsinya dengan baik
sesuai dengan amanat Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 4 tahun 2017 Tentang
Tata Cara Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kelurahan Lingkup Kota
Kupang namun masih terdapat masyarakat yang belum mengunakan pelayanan
tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal penting yang perlu
diperhatikan, yakni:

1. Masyarakat Naikoten Il agar mengikuti setiap sosialisasi yang di
berikan oleh pemerintahan Kelurahan sehingga dapat menambah
pemahaman masyarakat terkait dengan pelayanandigital.

2. Pemerintahan Kelurahan dalam hal ini bapak Lurah untuk terus

memberikan pemahaman kepada masyarakat Naikoten Il melalui
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sosialisasi.

Pemerintah tingkat atas dalam hal ini camat kota raja dan
pemerintah kota kupang untuk terus-menerus mendorong
kemajuan inovasi pelayanan publik berbasis elektronik di

kelurahan naikoten II.
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